
.\.f

BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4l T$IUN 2cr 2

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH,
REKENING PENERJMAAN DAN REKENING PENGELUARAN UANG PEMERINTAH

KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR
CABANG RANTEPAO

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang ; bahwa sehubungan dengan adanya Peningkatan Status PT. Bank
Sulselbar Cabang Rantepao dan untuk kelancaran Pengelolaan
Keuangan Daerah, khususnya di bidang penerimaan dan
pengeluaran uang pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,
dipandang perlu untuk menetapkan kembali nomor Rekening Kas
Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran
Uang pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao dengan Peraturan
Bupati Toraja Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 \;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan L,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
Keriangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 4874);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O0 1 tenta-ag Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
a 138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O01
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintalan (SAP) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4570);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor I39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuaagan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangal dan Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2OO7 tefiang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-165 Tahun
2}ll tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Toraj a Utara
dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toraja Utara Provinsi
Sulawesi Selatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 5 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

22. Perafitran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2O10 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 2 Tahun
2AIl @ntang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 201 I Nomor 2):

24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun
201 1 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembar'an Daer.ah Kabupaten Tor'qja Utara Nornor 16);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor
11).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUpATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING

KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING

PENGELUARAN UANG PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Da-larn Peratur.an Bupati ini 5rang dimaksud dengan :

1. Daerah ada-lah Kabupaten Toraj a Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Torqja Utara dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan ral<yat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
yang selanjutnya disebut Sekdakab.

7. Otonomi daerah ada-lah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urllsan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urlrsan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao.

12. Rekening Penerimaan Daerah adalah Rekening tempat menampung
Pe nerimaan Daer.ah setiap hari.



13. Rekening Pengeluaran Daerah adalah
mengeluarkan/ membayar uang dari Kas Daerah.

rekening tempat

BAB II

PENSTAPAN NOMOR, REKENING

Pasal 2

P€nelapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan
dan Rekening Pengeluaran uang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao sebagai berikut:

a. Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening :

I 1 1-001-000000002-5 atas nama Bupati Toraja Utara.
b. Rekening Penerimaan Daerah dengan Nomor Rekening:

111-001-000000001-7 atas Nama Bupati Toraja Utara
e. Rekening Pengeluaran Daerah dengan Nomor Rekening:

111-0O1-000000003-3 atas Nama Bupati Toraja Utara

Pasal 3

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao.

Pasal 4

(1) Rokening Penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan
Daerah setiap hari

{21 Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Pasal 5

(1) Rekening Pengeluaran diisi dengan dana yang bersumber dari
Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Jumlah Dana yang dapat disediakan pada Rekening Pengeluaran
sebagaimana dima-ksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Rencana
Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Toraja
Utara.

Pasal 6

Pembebanan setiap belanja Daerah/ Pengeluaran Dana Daerah
sehubungan dengan tagihan-tagihan dari Pihak Ketiga dan atau dari
Bendahara Pengeluaran setiap Satuan Ke{a Perang(at DaErah, maka
pembebanan tagihan dimaksud akan dibebankan pada nomor Rekening
Pengeluaran Daerah dengan nomor : I I 1-001-000000003-3.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja
Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas
Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Uang
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Sulawesi Selatan
Cabang Makale (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor.33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

P.eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Diteta kan di Rantepao
pada 1}-i'teL- 2Ol2

UTARA,

SORRING

D di Rartepao

ikr 2072

I{ABUPATEN TORA"IA UTARA,

'BI'

BE KAIIUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 45

I:irit

lll


